BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG PERNIKAHAN, KAWIN HAMIL, DAN

TAJDI<D AL-NIKA<H{

A. Tinjauan Umum Tentang pernikahan
1. Pengertian Pernikahan

Pengertian nikah secara bahasa al-jam 'u berarti mengumpulkan, atau
sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang
didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti
sebuah akad yang mengandung problema bersenang-senang dengan
perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk,
dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi
nasab, susuan, dan keluarga.!

Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah
ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan
bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan
menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.?

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis,

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut

! Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adilatuhu jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.
2 Ibid.
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juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (CK) yang menurut bahasa

artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti
bersretubuh (wat{i).?

Nikah atau kawin adalah akad yang menghalalkan persetubuhan antara
wanita dan laki-laki, disertai dengan kalimat-kalimat yang ditentukan. Dan
dengan pernikahan tersebut, maka dibatasilah hak dan kewajiban keduanya,
sesuai dengan ajaran Islam.*

Dalam kitab fat{ al-mu’in disebutlan, nikah adalah suatu akad yang

berisi kebolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadh

’C&a* (menikahkan) atau CJ)J: (mengawinkan). Kata “nikah” itu sendiri

secara hakiki bermakna agad, dan secara majaziy bermakna persetubuhan,
menurut pendapat yang lebih s{ah{ih{.>

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.®

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada

semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

3 Abd Rahman, Figh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 7.

4 Syarifie, Membina Cinta Menuju Perkawinan, (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 9.
5> Aliy As’ad, Terjemah Fathul Mu’in jilid 3, (Y ogyakarta: Menara Kudus, t.t), 1.
¢ Pasal 1 Undang- Undang No 1 tahun 1974.
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Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi
makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.’

Islam dalam menganjurkan kawin menggunakan beberapa cara, sekali
disebutnya sebagai salah satu sunnah para Nabi dan petunjuknya, yang
mereka itu merupakan tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya.
sebagaimana firman Allah SWT QS: Ar-Ra’d ayat 38:

R ) 6 o 0 0 o 5585 0551 g Ul 18 i 35 )
YA LS A

Artinya:

Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan

kamu telah berikan kepada mereka istri dan anak keturunan.®

Perkawinan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi
manusia untuk memperoleh keturunan, berkembangbiak dan memperoleh
kelestarian dalam hidupnya, setelah masing-masing pasangan setiap
melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.’

Sumber hukum perkawinan dalam Islam adalah Al-Qur’an, Sunah
Rasul. Dalam Al-Qur’an banyak sekali ayat-ayat yang memberikan
landasan dasar perkawinan serta mengatur tata hubungan suami istri.
Diantara sekian banyak ayat-ayat tersebut antara lain:

Surat an-Nisa’: 1 menyatakan:

§1 T EN B A SN PR TR T SN L PUNPS SUP PR S T ST 3 ISP 3!
sy 188 VS ) el G5 e 35 Wb (31858005 (all (92 oSEIA (21 28075 T ST 1y
Y Uiy &l HRAT E) AV s & ¢ lelis g';ﬁ PRI

7 Slamet Abidin & Aminudin, Figih Munakahat I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.
8 Kementrian Agama R1, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 254.
% Sayyid Sabiq, Terjemah Moh Tholib, Figih Sunnah jilid 6, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1981), 22.
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Artinya:

Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah
menciptakan kalian dari yang satu (Adam), dan dari padanya Allah
telah menciptakan istrinya (Hawa), dari pada keduanya. Allah
memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya

kalian saling mencintai satu sama lain, dan (peliharalah).
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. '

Rasulullah saw menegaskan:

Nikah adalah termasuk sebagian dari sunnahku. Maka barang siapa
yang tidak senang (benci) terhadap sunnahku, ia bukanlah dari umatku.
(H.R. Ibnu Majah dari ‘Aisyah ra.)!!

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan
Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius di
kalangan fukaha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat
berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak.
Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang
termasuk rukun dan mana yang syarat. Bisa jadi sebagian ulama
menyebutnya sebagai rukun dan ulama yang lainnya menyebutnya
sebagai syarat.'?
1. Pengertian rukun, syarat dan sah
Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah
dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk

dalam rangkaian pekerjaan seperti membasuh muka untuk wudhu

10 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 77.

11 Sayyid Sabiq, Terjemah Moh Tholib, Figih Sunnah jilid 6,,, 247.

12 Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam
dari Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2004), 59.
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dan takbiratul ikhram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin
laki-laki/ perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah
dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak
termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat
untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/
perempuan itu harus beragama Islam.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun
dan syarat.

2. Rukun perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri
atas:

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau
wakilnya yang akan menikahkannya.'’

c. Adanya dua orang saksi
Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang
menyaksikan akad nikah tersebut.

d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali
atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon

pengantin laki-laki.

13 Slamet Abidin & Aminuddin, Figih Munakahat,,, 46.
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Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:
Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam,
yaitu:

1) Wali dari pihak perempuan

2) Mahar (maskawin)

3) Calon pengantin laki-laki

4) Calon pengantin perempuan

5) Sighat akad nikah

Imam Syafi’i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam,

yaitu:

1) Calon pengantin laki-laki

2) Calon pengantin perempuan
3) Wali

4) Dua orang saksi

5) Sighat akad nikah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan
gabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali
perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut

segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

1) Sighat (ijab dan qabul)
2) Calon pengantin perempuan

3) Calon pengantin laki-laki
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4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan

Pendapat yang yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada
empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin
perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat

dibawabh ini:

a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni
mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

b. Adanya wali

c. Adanya dua orang saksi

d. Dilakukan dengan sighat tertentu.'#
3. Syarat sahnya perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar dasar bagi sahnya

perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhui, maka perkawinan itu
sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami
isteri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-lakiyang
ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan
merupakan orang yang haram dinikahi untuk sementara maupun
untuk selama-lamanya.

2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.'>

1 Ibid, 48.
15 Ibid, 49.
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3. Hukum Nikah

Imam Syafi’i mengatakan bahwa nikah itu hukumnya jaiz atau
mubah, atau bisa dikatakan bahwa seseorang itu boleh nikah juga boleh
tidak menikah. Hukum jaiz tersebut dapat berkembang ke tingkat yang
lebih tinggi yaitu wajib juga dapat pula menjadi haram. Dalam sistem
hukum Syafi’iyah tidak menekankan hanya kepada kaidah hukum
asalnya saja tetapi juga pada segi agama, sosial, moralnya, sesuai
dengan jiwa syariat Islam.'®

Hukum pernikahan sangat bergantung kepada keadaan orang yang
bersangkutan, baik dari segi psikologis meteri maupun kesanggupannya
memikul tanggung jawab. Bisa jadi, bagi seseorang pernikahan itu wajib,
dan bisa jadi pula bagi orang lain hukumnya adalah mubah.!” Hukum
pernikahan:
1) Wajib

Menikah hukumnya wajib bagi orang yang khawatir berbuat

zina jika tidak melakukannya. Sebagaimana kita ketahui manikah

adalah satu cara untuk menjaga kesucian diri. Maka jika tidak ada

jalan lain untuk meraih kesucian itu, kecuali dengan menikah, maka

menikah hukumnya adalah wajib bagi yang bersangkutan. Imam al-

Qurtubi mengatakan, “orang yang mampu menikah, kemudian

16 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2010), 282.
17 Pakih Sati, Figih Munakahat Terkini, (Jogjakarta: Bening, 2011), 18.
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khawatir terhadap diri dan agamanya, dan itu dapat dihilangkan
kecuali dengan menikah, maka dia harus menikah.”

Bahkan, jika keadaan sudah darurat, dalam arti bahwa
seseorang benar-benar terjerumus ke dalam perzinaan, maka
menikah hukumnya wajib baginya, baik sudah siap secara materi
maupun belum siap sama sekali.'®

2) Sunnah

Pernikahan tidak menjadi wajib, namun sangat dianjurkan
bagi siapa saja yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk
menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, walaupun
merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri,
sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang
diharamkan Allah. Orang seperti ini, tetap dianjurkan untuk
menikah, sebab bagaimanapun nikah adalah tetap lebih afdhal
daripada mengkontrasikan diri secara total untuk beribadah. '’

Pernikahan itu disunnahkan jika seseorang sudah mampu
secara materi dan sehat jasmani, namun tidak ada kekhawatiran akan
terjerumus kedalam perzinahan. Ia masih memiliki filter untuk
melindungi dirinya dari terjerembah kedalam lembah kemaksiatan.

Jika dia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat

memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum menikah

18 Ibid, 19.
1% Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia,,, 285.
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baginya adalah sunnah. Tetapi kalau dia tidak berkeinginan untuk
menikah sedang dia ahli ibadah, maka lebih utama untuk tidak
menikah. Jika dia bukan ahli ibadah lebih utama baginya untuk
menikah. Menurut Imam Ahmad dari suatu riwayat, sunnah
menikah bagi yang tidak berkeinginan untuk kawin walaupun tidak
khawatir jatuh dalam perzinahan yang oleh karenanya menikah lebih
utama dari ibadah-ibadah sunnah.?°
3) Makruh

Jika seorang laki-laki yang tidak mempunyai syahwat untuk
menikahi seorang perempuan, atau sebaliknya, sehingga tujuan
pernikahan yang sebenarnya tidak akan tercapai, maka yang
demikian itu hukumnya makruh. Misalnya seorang yang impoten.

Begitu pula makruh bagi orang yang kalau dia menikah, dia
khawatir istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau dia tidak menikah
dia khawatir akan jatuh kepada perzinahan, karena manakala
bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia
diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak
berzina.?!

4) Haram
Pernikahan menjadi haram bila bertujuan untuk menyakiti

salah satu pihak, bukan demi menjalankan sunah Rasulullah saw.

20 Tbid, 285.
21 Ibid, 286.
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misalnya, ada seorang laki-laki yang mau menikahi seorang
perempuan demi balas dendam atau sejenisnya. Ini hukumnya
haram. Masuk dalam kategori ini ketidakmampuan memberi natkah
atau menunaikan kewajiban yang lainnya.

Imam al-Qurtubi mengatakan, “Jika seorang suami
mengetahui bahwa dia tidak mampu untuk menafkahi istrinya,
membayar mahar, atau menunaikan salah satu haknya, maka dia
tidak boleh menikahinya, maka dia tidak boleh menikahinya sampai
ia menjelaskan keadaan tersebut kepada istrinya. Begitu juga jika
dia memiliki penyakit yang menyebabkan tidak bisa bersenang-
senang degan istrinya, agar dia tidak merasa ditipu.”??

5) Mubah

Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh
dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan
atau hambatan untuk melakukannya atau meninggalkannya, sesuai

dengan pandangan syariat.

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing
individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun
demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua

orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh

22 Pakih Sati, Figih Munakahat Terkini,,, 19.
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kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan
kesejahteraan dunia dan akhirat.
Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai
berikut:
1. Melaksanakan libido seksualis
Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan
mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang
berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat
menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan
dengan sah dan begitu pula sebaliknya.
2. Memperoleh keturunan
Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria
maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunya
anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah
SWT. walaupun dalam kenyataannya ada seorang yang
ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.>
3. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman
Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman,
kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang
bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada

ketenangan ibadah.?*

23 Slamet Abidin & Aminuddin, Figih Munakahat,,, 13.
24 Ibid, 15.
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4. Mengikuti sunah Nabi
Nabi Muhammad SAW. menyuruh kepada umatnya untuk
menikah.
5. Menjalankan perintah Allah SWT
Allah SWT menyuruh kepada kita untuk menikah apabila
telah mampu.?
6. Untuk berdakwah
Nikah dimaksudkan untuk berdakwah dan penyebaran
agama, Islam membolehkan seorang muslim menikahi
perempuan kristiani, Katolik atau Hindu. Akan tetapi melarang
perempuan muslimah menikah dengan pria Kristen, Katolik atau
Hindu. Hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya
pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita.

Disamping itu, pria adalah sebagai kepala rumah tangga.®

B. Kawin Hamil
1. Pengertian Kawin Hamil
Yang dimaksud dengan kawin hamil ialah kawin dengan seorang
wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang
menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.?’

2. Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah

2 Ibid, 17.
26 Ibid, 18.
27 Abdul Rahman Ghazali, Figih Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), 124.
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Hukum kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah, para ulama

berbeda pendapat, sebagai berikut:

1) Pendapat pertama menurut ulama madhab Syafi’i, hukum dari
nikah hamil adalah boleh. Baik dengan laki-laki yang
menghamilinya maupun dengan laki-laki yang tidak
menghamilinya karena tidak ada yang haram atas janin ini.
Asalkan bahwa perempuan yang akan dinikahi tersebut tidak
mempunyai suami’®. Hubungan seks karena zina itu tidak ada
iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini dan
boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil
menurut pendapat yang s{ah{ih{.

2) Menurut madhab Hanafi bahwa perkawinan itu dipandang sah,
karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada
masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak
mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai
oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan
keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar
nikah).?

3) Menurut madhab Maliki dan Hanbali, perempuan yang tengah
dalam keadaan hamil tidak boleh dinikahi. Menurut para ulama

madhab Malikiyah, perempuan tersebut harus membebaskan

28 Yahya Abdul Rahman al-Khatib, Figih Wanita Hamil, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 71.
29 Abdul Rahman Ghazali, Figih Munakahat,,, 127.
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rahimnya dengan tiga kali haid atau dengan berlalunya waktu
tiga bulan. Sedangkan menurut ulama madhab Hanbali,
perempuan tersebut harus membebaskan rahimnya dengan tiga
kali haid 3 . Karena menikahi wanita seperti itu akan
mengakibatkan kekacauan nasab, padahal syariat dibuat antara
lain untuk menjernihkan nasab-nasab, dan oleh karenanya pula
disyariatkan adanya iddah dan is{tibra<’3!

4) Tbnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh
(sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan,
bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk),

karena keduanya telah berzina.*

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1) “Seorang wanita
hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.
Ayat (2) “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1)
dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”.
Ayat (3) “Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil
tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung
lahir”.33 Penjelasan pasal 53 ayat 3 ini menunjukkan bahwa tidak perlu

mengulangi kedua kalinya untuk menikah, dan hukumnya sah.

30 Yahya Abdul Rahman al-Khatib, Figih Wanita Hamil,,, 72.

31 Nuruddin Abu Lihyah, Halal Haram dalam Pernikahan, (Kairo: Dar Al-Kutub, t.t), 262.
32 Abdul Rahman Ghazali, Figih Munakahat,,, 125.

33 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2004), 125.
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Terjadinya wanita hamil diluar nikah (yang hal ini sangat dilarang
oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara), selain itu
karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) iman
pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi
perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam

dan kesadaran hukum semakin diperlukan.

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang
wanita yang hamil diluar ikatan perkawinan yang sah dapat dinikahkan
dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak dalam
kandungannya, perkawinan tersebut terus berlaku selama tidak ada
perceraian sehingga perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut tidak

perlu diulang kembali meskipun setelah kelahiran anaknya.

Dasar yang dipakai pertimbangan oleh Kompilasi Hukum Islam
dalam menetapkan perkawinan wanita hamil adalah surat An-nur ayat 3

yang berbunyi:

1 4 §’~ 3 f“—,,'3.,"{.—’.,,"5,,1",_,"i.‘
ol Gl A5A 5 3 YT 3 o5 ) TeAss Y Al 55 A8 a5 A ) aa Y i

¥ Geiall

Artinya:

Pezina laki-laki tidak boleh menikahi kecuali dengan pezina
perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan
tidak boleh menikahi kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan
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laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-
orang mukmin.3*

C. Tajd<id Al-nika<h{

1. Pengertian Tajd<id al-nika<h{

Tajd<id adalah bentuk masdar yang berasal dari kata ~312 -33s

Cu.u. yang artinya pembaharuan. Sedangkan nika<h berasal dari kata

nakaha yankihu nika<han yang berarti nikah. Namun kebanyakan
masyarakat sering menyebutnya dengan istilah “nganyari nikah” atau
“Tajadud’. Tajjadud berasal dari kata tajaddada yutajaddadu
tajaddudan yang artinya menjadi baru lagi.

Kata 7ajdi<d dapat diartikan dengan memperbarui atau
menghidupkan kembali nilai agama yang telah mengalami pergeseran
dari ajaran al-Quran maupun sunah yang disebabkan karena khufarat
maupun bid’ah di lingkungan umat Islam.

Tajdi<d bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-
hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang
tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta

ruang dan waktu.3¢

34 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 350.
35 Abu Baiqumi, Kamus Istilah Agama Islam, (Surabaya: Arkola, 1995), 155.

36 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),
147.
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Pendapat suatu aliran kepercayaan di jawa, bahwa jika dari suatu
pernikahan tidak dilahirkan seorang anak, maka si suami dan si istri
harus memperbarui pernikahannya (bangun nikah), dengan harapan agar
dengan pemilihan hari yang lebih tepat, anak keturunan dapat
dilahirkan.’

M. Zainuddin Nur Habibi mengutip dari Al-Figh ala-Madzahibil
Arba’ah yang mengatakan bahwa, selain mengkaji pengertian fajdi>d

tersebut, juga akan dipaparkan tentang pengertian nikah. Kata nikah

berasal dari bahasa Arab /C&’ yang merupakan bentuk masdar dari fi i/

madhi c§» yang artinya kawin atau menikah. Berdasarkan pendapat

para imam madzab pengrtian nikah sebagai berikut:

a. Golongan Hanafiah mendefinisikan nikah:

®o gl

Aas 2l Al A 2 £ S

“Nikah itu adalah akad yang mengfaedahkan memiliki, bersenang-
senang dengan sengaja”

b. Golongan As-Syafi’iyah mendefinisikan nikah:

.

Lo Gas 31 2358 31 01 Bl o g U 520 A8 80 Y

“Nikah adalah akad yang méngandung ketentuan hukum kebolehan
watha’ dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan
keduanya”

c. Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah:

37 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Prenada, 2003), 95.
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“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata
untuk membolehkan watha’, bersenang-senang dan menikmati apa
yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya”
d. Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah:
Cmv\ ixi J& 53}75‘ C&" Lal Jde 5A

“Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau tazwu
guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita”3®

Tajdi<d al-nika<h{ merupakan tindakan sebagai langkah membuat

kenyamanan hati dan ih{tiya<th{ (kehati-hatian) yang diperintah dalam

agama sebagaimana kandungan sabda Nabi SAW yang berbunyi:

o D e B G Y ik o wgi G e v By g s O Gy

P

42555 4o RN \MUL@'J,J\ 1

Artinya:

Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan
diantara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat/samar-samar, yang
tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang
menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia telah membersihkan agama
dan kehormatannya.*’

Dari beberapa penjelasan tentang pengertian fajd<id al-
nika<h{ diatas maka penulis menyimpulkan bahwasannya arti tajd<id
al-nika<h{ adalah pembaharuan terhadap akad nikah yang bertujuan

untuk menguatkan akad nikah yang sebelumnya dan berharap dapat

38 M. Zainuddin Nur Habibi, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Sebagai
Syarat Rujuk (Studi Kasus di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)” .
39 Bukhari, Shahih Bukhari, (Maktabasyamilah, Juz 1, No Hadits 52), 20.
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mewujudkan keluarga yang hidup dengan penuh kasih sayang, sejahtera
dan bahagia.
2. Hukum Tajd<id al-nika<h{

Bagaimanakah hukum melaksanakan tajd<id al-nika<h{ bagi umat
muslim, halal atau haramkah. Inilah yang akan menjadi fokus kajian
pada pembahasan ini. Untuk menentukan itu, maka harus merujuk pada
prinsip yang ada dalam ajaran Islam. Prinsip halal dan haram dalam
Islam terbagi menjadi tiga bagian yakni adat, muamalat dan ibadah.

Ada kaidah fiqih yang berbeda diantara ketiga hal tersebut, antara
lain:

a. Adat

“Al-‘adah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus
menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh
akal, dan manusia mengulang-ulanginya terus menerus”. Para
ulama mengartikan al-‘adah dalam pengertian yang sama
dengan al- ‘urf, karena substansinya sama, meskipun dengan
ungkapan yang berbeda.*

Kaidahnya menyatakan bahwa “Dalam persoalan adat pada
prinsipnya segala sesuatu itu boleh untuk dikerjakan, kecuali
yang memang telah diharamkan.

b. Muamalat

40 Muhammad Ma’shum Zein, Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa’id Fighiyyah), (Jombang:
Al-Syarifah Al-Khadijah, 2006), 79.
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Kaidah menyatakan “Asal segala sesuatu itu adalah
halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada nas{ (dalil)
yang s{ah{ih{ (tidak ada cacat periwayatan) dan
s{arih{ (jelas maknanya) dari pemilik syariat (Allah SWT)
yang mengharamkannya”.

c. Ibadah
“Sesuatu ibadah tidak disyariatkan kecuali disyariatkan oleh
Allah”

Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqi<f
(mengikuti kekuatan dan tata cara yang telah ditentukan oleh
syariat. Karena itu tidak dibenarkan beribadah kepada Allah
kecuali dengan peribadatan yang telah disyariatkan oleh

Allah dalam kitab-Nya dan melalui penjelasan Rasul-Nya.*!

Oleh karena itu dalam masalah ibadah kita tidak boleh membuat
tata cara yang baru melainkan harus sesuai dengan tuntunan dari Allah

dan Rasul-Nya

Dalam pelaksanaan tajdi<d al-nika<h{ para ulama berbeda

pendapat, antara lain:

Menurut Syekh Al-Ardubaili, sebagaimana yang beliau
jelaskan dalam kitab Al-Anwar Li A’'malil Abror, dengan melakukan

tajdi>d al-nika>h{, maka nikah yang pertama telah rusak, dan tajdi>d

41 Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah Ilmu Figih, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 20.
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al-nika>h{ itu dianggap sebagai pengakuan (igror) perpisahan dan
tajdi>d al-nika>h{ tersebut mengurangi jatah talak suami dan
diharuskan memberikan mahar lagi. Dalam kitab Al-Anwar Li A 'malil

Abror, disebutkan bahwa:
SO0 & ity B0 SR Y 2T 56 4wy #5145 305 55

S Bl G g ) g

Artinya: “Jika seorang suami memperbaharui nikah kepaada istrinya,
maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan
memperbaharui nikah termasuk mengurangi hitungan talak kalau
dilakukan sampai tiga kali maka diperlukan muhallil”.4?

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat (3) “Dengan
dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan

perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.43

Dalam hadist Salamah, beliau berkata:

B A @ VTAL b JE ek e F Loy e d Lo 201 GG

a5 JE U5 Y 3 Ex b B A Jslat

®

Artinya:

Kami melakukan bai’at kepada Nabi SAW dibawah pohon kayu. Ketika
itu, Nabi menanyakan kepadaku: “Ya Salamah, apakah kamu tidak
melakukan bai’at? Aku menjawab: “Ya Rasulallah, aku sudah
melakukan bai’at pada waktu pertama (sebelum ini)”. Nabi SAW
berkata: “sekarang kali kedua.” (H.R. Bukhari)*

42 Yusuf bin Ibrahim Al-Ardubaili, Al-Anwar li A’mal juz 2, (Kwait: Dar Al-dhiya’, 2006), 441.
43 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam,,, 125.
44 Bukhari, Shahih Bukhari, (Maktabah Syamilah, Juz IX, No Hadits: 7208), 98.
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Dalam hadist ini diceritakan bahwa Salamah sudah pernah
melakukan bai’at kepada Nabi SAW, namun beliau tetap menganjurkan
Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat lain
dengan tujuan menguatkan ba’iat Salamah yang pertama sebagaimana
disebutkan oleh al-Muhallab. Karena itu, bai’at Salamah kali kedua ini
tentunya tidak membatalkan bai’atnya yang pertama.

Tajdi<d al-nika<h{ dapat diqiyaskan kepada tindakan Salamah
mengulangi bai’at ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan
ikatan janji antara pihak-pihak. Pendalilan seperti ini telah dikemukakan
oleh Ibnu Munir sebagaimana telah disebutkan oleh Ibnu Hajar al-

Asqalani dalam Fat{ al-barri. Ibonu Munir berkata:

“dipahami dari hadits ini (hadits diatas) bahwa mengulangi lafazh akan
nikah dan akad lainnya tidaklah menjadi fasakh bagi akad pertama, ini
berbeda dengan pendapat ulama Syafi’iyah yang berpendapat demikian

(yang mengakibatkan fasakh).”

Mengomentari pernyataan Ibnu Munir yang mengatakan bahwa
ulama Syafi’iyah berpendapat mengulangi akad nikah dan akad lainnya
dapat mengakibatkan fasakh akad pertama, Ibnu Hajar al-Asqalany

mengatakan:
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“Aku mengatakan: “Yang shahih disisi ulama Syafi’iyah adalah
mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh
akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama”.*’

Kesimpulannya bahwa ulama Syafi’iyah berpendapat mengulangi

akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama.

Dalam Bahtsul Masail hukum tajdi<dun nika<h{ (memperbaharui
nikah) boleh, bertujuan untuk memperindah atau ih{tiya<t{h dan tidak
termasuk pengakuan talak (tidak wajib membayar mahar). Dasar

pengambilan dalil At-tuhfa VII: 391:
I actadd » e Gl 5,85 ¥ Slis 0 e 5500 Je o kit 52

s

5‘&"-3@)‘&@%}3&% 5 J6 of ) 58 B 3h5 48 & U5 Y5

Artinya:

Sesungguhnya tujuan suami melakukan akad nikah yang kedua
(memperbaharui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung
jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan kinayah dari pengakuan
tadi. Dan itu jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami disini (dalam
memperbaharui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-
hati.*

Dari beberapa argumen tentang hukum tajdi<d al-

nika<h{ menurut para ulama diatas bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa

4 Tbnu Hajar Al Asqalani, Terjemah Amiruddin, Fathul Baari Juz XIII, (Syarah Shahih Al-
Bukhari), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 199.
46 pustaka Ilmu Sunni Salafiyyah, Bahtsul Masail, (Probolinggo: PP Nurul Huda, 1981), 5.
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hukum tajdi<d al-nika<h{ adalah boleh dengan tujuan untuk
memperindah dan sebagai unsur kehati-hatian dengan syarat atas

persetujuan antara kedua belah pihak.

D. Hukum Islam (‘Urf)
1. Pengertian ‘Urf

‘Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan
merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan
maupun perbuatan. Sebagian ulama ushul figh, ‘urf disebut adat atau
adat kebiasaan. Dalam istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian
antara ‘urf dan adat, namun dalam pemahaman dapat diartikan bahwa
pengertian ‘urf lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat,
karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa
dikerjakan oleh kalangan masyarakat. Adat merupakan hukum tidak
tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang
melanggarnya.*’

Adapun yang dikenal dengan kata adat dalam karya ilmiah ini
adalah adat yang tidak mempunyai sanksi yang disebut dengan tradisi.
Kata ‘urf juga mempunya arti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau
ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk
melaksanakannya atau meninggalkannya.*®

2. Dasar Hukum ‘Urf

47 Achmad Yasin, Ilmu Ushul Figh (Dasar-dasar Instinbat Hukum Islam), (Surabaya: UIN Sunan
Ampel Press, 2014), 104.
48 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Figih, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 128.
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Para ulama sepakat bahwa ‘urf s{ah{ih{ dapat dijadikan dasar
hujjah selama tidak bertentangan dengan shara’. Ulama Malikiyah
terkenal dengan pernyataan mereka bahwa ‘amal ahli Madinah dapat
dijadikan hujjah. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama
Kufah dapat dijadikan dasar Aujjah. Imam al-Shafi’i terkenal dengan
qaul qadim dan qaul jadid-nya. Sebab ada suatu kejadian karena
perbedaan ‘urf'dan adat, tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda
pada waktu beliau berada di Makkah (gaul gadim) dengan setelah beliau
berada di Mesir (qau! jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab
itu berhujjah dengan ‘urf.*

Salah satu kaidah figiyah yang berhubungan dengan ‘urf ialah

w

dSas 3l yang artinya adat dapat digunakan sebagai hukum.

Sesuatu yang telah diterima bahwa ketetapan hukum berubah-ubah

sesuai dengan perubahan waktu. >°

4 Achmad Yasin, Ilmu Ushul Figh (Dasar-dasar Instinbat Hukum Islam),,, 107.
30 Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Figh Jilid I, (Bandung: Prenada Media, 2003), 107.
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